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, V’@ NOTA KESEPAHAMAN
Sy ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DENGAN
SMK NEGERI 1 GIRITONTRO
TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPELAUTAN
DI POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Nomor : Wk-20\ /2/ W\ / P(p. SMg - 302%
Nomor : A2\.4 /140 [ 2022

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua
(07/04/2022), yang bertanda tangan di bawah ini :

1.

Nama : Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
Jabatan : Direktur Politeknik limu Pelayaran Semarang
Alamat : Jalan Singosari 2A Semarang 50242

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik limu Pelayaran Semarang
berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 2758 Tahun 2021,
berkedudukan di Jalan Singosari 2A Semarang 50242, yang selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.

Nama : Drs. RIYANTO, M.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : JI. Raya Giritontro - Pracimantoro Km.4 Wonogiri

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 1 Giritontro, yang
beralamat di JI. Raya Giritontro - Pracimantoro Km.4 Wonogiri, yang selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut PIHAK dan
secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja
sama dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan dengan
ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :
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Pasal 1
DASAR-DASAR PELAKSANAAN

Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Lembaran
Negara Rl Tahun 2008 Nomor 64 (Tambahan Lembaran Negara Rl Tahun 2008
Nomor 4849).

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember
2009 tentang Penetapan Politeknik limu Pelayaran Semarang sebagai Instansi
Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Penuh.

The International Convention on Standards of Training, Certification and
Wacthkeeping for Seafarers (STCW) 1978 Amandement 2010.

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : HK.103/2/19/DJPL-13
tanggal 27 Desember 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Ujian
Pemutakhiran Sertifikasi Pelaut STCW 1978 Amandemen 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di
Bidang Transportasi.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan
Pembangunan Daerah Tertinggal.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2015 tentang Statuta
Politeknik llmu Pelayaran Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 734);

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menegah
Kejuruan (SMK) dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber
Daya Manusia (SDM) Indonesia.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 140 Tahun 2016 Perubahan atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan
dan Pelatihan Sertifikasi Serta Dinas Jaga Laut.

Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
Nomor : PK.11/BPSDMP-2017 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan
Kompetensi Kepelautan Perwira dan Rating Kapal Negara RI.

Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
Nomor : PK.03/BPSDMP-2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan
dan Pemberdayaan Masyarakat.
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Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 115 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik limu Pelayaran Semarang (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1597.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber
daya manusia PIHAK KEDUA, melalui pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
Kepelautan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA serta sebagai payung
hukum pelaksanaan kegiatan.

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah menjadikan mutu dan kualitas sumber
daya manusia PIHAK KEDUA lebih terampil, cakap dan terpantau kesehatannya
dalam pelaksanaan tugas sebagai pelaut.

Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bekerjasama untuk
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepelautan serta layanan
kesehatan yang mencakup:

. Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM);

. Pendidikan dan Pelatihan Keahlian Pelaut;

. Pelayanan Medical Check Up (MCU),

a
b
c. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Khusus Pelaut;
d
e. Pendidikan dan Pelatihan Simulator dan Laboratorium;

Peserta pendidikan dan pelatihan kepelautan sebagaimana tersebut adalah
Taruna/Siswa SMK Negeri 1 Giritontro.

Pasal 4
PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PIHAK PERTAMA mempunyai tugas:
a. Menyusun jadwal dan pelaksanaan kegiatan;
b. Menyusun materi/bahan/mata pelajaran untuk diklat kepelautan;

c. Menetapkan peserta diklat yang memenuhi persyaratan;
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